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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 207/PMK.07/2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 

Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah, ketentuan mengenai 

pedoman Penagihan dan Pemeriksaan diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat 

pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri; 

  b. bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 

973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 telah 

memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan 

dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 

PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan 

adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan 

Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 

Barang yang telah disita. 

3. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau 

walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi 

atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi 

daerah kota. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap. 

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk 

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang 

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
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11. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan 

memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat 

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat 

Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan 

Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah 

Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk 

penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak 

tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak 

menurut undang-undang dan peraturan daerah. 

12. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh 

Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. 

13. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 

yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 

pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. 

14. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau 

kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat 

Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 

Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, 

dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan. 

16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan 

objek sita. 

17. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang 

melaksanakan penjualan secara Lelang. 

18. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum 

dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, 

dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha 

pengumpulan peminat atau calon pembeli. 
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19. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk 

menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung 

Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang 

Pajak menurut peraturan perundang-undangan. 

20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara 

terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak 

tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

21. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang 

dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap 

perlu oleh Pemeriksa. 

22. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi 

Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di 

lingkungan Pemerintah Daerah. 

23. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan 

terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat 

ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya 

untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak yang sama. 

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 

modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 

tersebut. 

25. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel 

pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut 

diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk 

menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data 

yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. 
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